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MOTO 

 

Sadar diri terhadap Yang Maha Kuasa, sebab apa yang kita beri tak sebanding 

dengan yang kita diterima. 

Jangan terlalu banyak meminta, sebab Tuhan lebih tau apa yang dibutuhkan 

hambanya. 

Evaluasi kehidupan hari ini, agar menjadi pribadi yang lebih baik esok hari. 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah 

memberikan viiendid dan hidayah-Nya, juga keberkahan  atas umur yang 

Panjang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini, 

sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana. Tidak lupa pula 

shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammas SAW, para sahabatnya, para tabi’in dan pengikutnya hingga 

akhir zaman. 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 

 

Untuk Kedua Orang Tua Penulis 

Kedua orang tua penulis, ayahanda Bejo dan Ibunda Noor Amanah yang 

telah senan tiasa memberikan dukungan materil maupun moril, nasihat, 

kasih viiendid juga doa tiada henti kepada penulis, serta telah diberikannya 
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kebebasan serta dukungan dalam menentukan atas segala keputusan dan pilihan hidup 

yang penulis jalani. 

 

Untuk Ketiga Saudara Penulis 

 

Kakak Penulis Alm. Eka Kusuma Wardana dan Liliy Nur Lindasari S.pd, dan adik 

penulis Fatmawati Kusuma Wardani yang telah menjadi penyemangat penulis untuk 

menyelesaikan penelitian hukum ini. 
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PERKAWINAN BEDA AGAMA DI IDONESIA 

(Studi Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak  

Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk) 

 

 (Tri Suryani Kusuma Wardani: 2023, 90 hlm) 

 

Perkawinan merupakan ikatan lahir juga batin antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar terwujudnya 

tujuan membentuk keluarga bahagia dunia dan akhirat kelaknya. Dengan 

banyaknya keberagaman ras, suku, dan agama di Indonesia yang lebih kerab disebut 

sebagai negara multicultural menyebabkan terjadinya fenomena kasus perkawinan 

antar pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lainnya. Perkawinan antar agama 

ini jelas melanggar peraturan perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang 

Perkawinan Tahun 1974. Meski telah adanya peraturan mengenai perkaiwinan 

tersebut, KHUPerdata seolah memberikan dukungan atas perkawinan beda agama 

yang termuat dalam Pasal 26 KHUPerdata, namun Pasal tersebut dibantah pula 

dengan adanya Pasal 81 KUHPerdata menyatakan bahwa “Tidak ada suatu upacara 

keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama 

mereka membuktikan, bahwa perkawina perkawinan dihadapan Pegawai 

Pencatatan Sipil telah berlangsung”. Perkawinan beda agama juga melanggar atas 

Pasal 40c dan 44 yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisa penetapan 

pengabulan perkawinan beda agama berdasarkan pada Penetapan Pengadilan 

Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk sesuai atau tidaknya penetapan 

tersebut dengan peraturan yang telah berlaku. Serta untuk mengetahui dan 
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menganalisa  akibat penetapan hakim terhadap kedudukan status perkawinan serta 

pencatatan perkawinan beda agama.  

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan 

studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data dari bahan hukum primer dan 

bahan hukum skunder guna menjawab permasalahan yang ada. Selanjutnya 

peneliti mengolah bahan tersebut menjadi susunan kalimat nan tersusun 

sedemikian rupa agar menjadi uraian kalimat yang mudah difahami. Pengolahan 

bahan tersebut menjadi bahasan-bahasan atas permasalahan dalam penelitian ini, 

didasarkan terhadap bahan-bahan hukum yang ada 

Hasil penelitian menunjukan, bahwa: 

1. Penetapan perkawinan oleh hakim berdasarkan Penetapan Nomor 

12/Pdt.p/2022/PN Ptk sejatinya telah melanggar Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur tentang perkawinan. Penetapan ini tidak sejalan 

dengan peraturan khusus yang telah ada, sehingga penetapan hakim atas 

perkawinan beda agama ini berjalan atau berlaku tidak sesuai dengan 

peraturan yang telah berlaku. Jelas pula dengan penetapan tersebut 

bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) tentang sahnya suatu perkawinan yang 

berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengembalikan perihal 

sahnya suatu perkawinan pada masing-masing agama dan kepercayaan. 

Hingga penetapan hakim ini hanya sebatas pemenuhan Perundang-

undangan atas prinsip kemnfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. 

2. Akibat adanya penetapan hakim terhadap status perkawinan beda agama ini, 

yakni perkawinan tersebut berdasarkan fatwa MUI Nomor 

Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 menyatakan bahwa perakwinan antara 

seorang muslim dengan nonmuslim ialah haram, sebab perkawinan ini 

banyak memunculkan kemudharatan dibandingkan dengan kemanfaatan. 

Sejalan dengan peraturan agama Kristen tentang perkawinan menyatakan 

bahwa perkawinan bukan hanya perikatan cinta antara suami dan isteri, 

tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah nan penuh kasih juga kesetiaan 

yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu sah apabila keduanya mempelai 

sudah dibaptis.  
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ABSTRAK 

 

 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa 

penetapan pengadilan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak 

Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk dan akibat penetapan hakim terhadap 

kedudukan status perkawinan serta pencatatan perkawinan beda agama. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pengumpulan juga 

pengolahan data primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar penelitian serta 

melangsungkan penelusuran dan menganalisa terhadap peraturan-peraturan 

dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penetapan perkawinan beda 

agama, status keabsahan perkawinan juga pencatatannya. 

 

Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa : Pertama, penetapan hakim 

terhadap perkawinan beda agama bagi para pemohon I dan II, dalam 

penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk jelas 

melanggar juga penetapan tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan. Penetapan 

hakim sebatas pemenuhan prinsip akan keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan suatu perkawinan berdasarkan Undang-undang tidak pula 

mencakup masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua, status 

perkawinan beda agama juga dengan pencatatannya setelah adanya penetapan 

hakim Nomor 12/Pdt.p/2022/PN Ptk, juga berdasarkan fatwa MUI 

Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 perkawinan beda agama ialah haram. 

Sejalan dengan aturan perkawinan agama Kristen nan menganggap bahwa 

perkawinan beda agama merupakan perzinahan spiritual (spiritual adultery). 

Perkawinan yang hanya berdasarkan Perundang-undangan bukan berdasar 

pada ketuhanan, Perkawinan diakui atas pencatatannya namun tidak dengan 

keabsahannya. 

 

Kata Kunci: Penetapan hakim, Perkawinan Beda Agama, Status Perkawinan, 

Pencatatan Perkawinan  
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